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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan ayat (4) serta
Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe,
perlu membentuk Keurukon Katibul Wali sebagai Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe
Aceh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209); Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah
Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri; Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun
2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga
Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013
tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 53).
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